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BAB IV 
P E N U T U P 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan tinjauan penyatuan beberapa terdakwa 
dalam satu berkas dakwaan oleh penuntut umum dan implikasi yuridisnya pada 
penuntutan perkara pemerasan di pengadilan negeri boyolali (studi putusan 
nomor : 89/pid.b/2014/pn.byl.), penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Terkait adanya penyatuan beberapa terdakwa dalam satu berkas perkara yang 
dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis hakim, hal tersebut dapat 
dilaksanakan, karena para terdakwa sudah menyetujuinya. Penggabungan beberapa 
berkas dakwaan dengan beberapa terdakwa, sangat mungkin dilakukan dengan dasar 
Pasal 141 KUHAP mengatur masalah penggabungan dakwaan itu. Selain itu penuntut 
umum diberi kewenangan untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk gabungan atau 
kumulasi. Baik ‘kumulasi perkara tindak pidana’ maupun sekaligus ‘kumulasi 
terdakwa’ dengan kumulasi dakwaannya. Selain itu dengan adanya penyatuan 
beberapa terdakwa dalam satu dakwaan tersebut selain memberikan efek yang positif 
yaitu waktu persidangan yang lebih singkat dan juga biaya sidang yang lebih murah.  
2. Implikasi yuridis penyatuan beberapa terdakwa dalam satu berkas dakwaan pada 
putusan perkara pemerasan Nomor : 89/Pid.B/2014/PN.Byl. adalah para terdakwa di 
tuntut dengan ancaman pidana yang sama. Seharusnya juga disampaikan dakwaan 
kumulatif seperti terdakwa melakukan pemerasan dengan pemaksanaan dan 
kekerasan. Hal ini sudah disampaikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 
sudah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap dengan unsur-unsur tindak pidana 
yang didakwakan dan dapat dikaitkan dengan fakta perbuatan para terdakwa yang 
dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.  
Selain itu pertimbangan Majelis Hakim juga mengesampingkan adanya peran 
masing-masing terdakwa dengan memutuskan masing-masing terdakwa dengan 
hukuman yang sama. 
 B. Saran 
 
1. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Penuntut Umum dalam 
merumuskan bentuk surat dakwaan. Peristiwa pidana pemerasan yang dilakukan oleh 
beberapa terdakwa diperlukan kecermatan menyusun rumusan dan bentuk surat 
dakwaan kaitannya dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-
pasal pidana yang bersangkutan. Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat 
dakwaan dalam tindak pidana concursus, bisa mengakibatkan penerapan hukum yang 
fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada 
terdakwa 
2. Penerapan tuntutan pidana Penuntut Umum seharusnya mengacu pada jenis 
concursus dan sistem pemidanaan yang harus digunakan dalam penentuan pidana 
yang dijatuhkan kepada terdakwa. Majelis Hakim seharusnya lebih mencermati dan 
tidak mengesampingkan adanya peran masing-masing terdakwa dengan memutuskan 
masing-masing terdakwa dengan hukuman yang sama. 
 
  
